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PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR Ib TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 41

TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN

Menimbang :

Mengingat

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah
daerah,
bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pemungutan
Pajak Daerah, perlu perubahan lebih lanjut tentang Petunjuk
Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 41 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran,

a.

b.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan1
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2754),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

3. Undang-Undang ....



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322),

6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2013 Nomor 2),

7. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran (Berita
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 41),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 41 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran ( Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 41 ) diubah sebagai berikut :

L Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 12

(1) Pajak dihitung untuk setiap bill atau kwitansi atau faktur yang dikeluarkan
oleh pengusaha restoran dan atas jumlah yang akan dibayar oleh
pengunjung restoran.

(2) Adapun



(2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sebagai berikut :

(3) Dasr pengenaan pjak sebagaimana dimaksud dalam contoh pada ayat (2)
adalah jumlah pembayaran yang diterima pengusaha restoran yakni Rp
105.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri
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Diundangkan di Rengat
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,
—

Kg

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI TAHUN 2022 NOMOR 16

Nasi Putih -| S5@Rp 2.000 3 Rp 10.000
Sate Ayam 2! 3 porsi@Rp 5 Rp 45.000

15.000
Sop Kambing 2| 2 porsi @Rp 4 Rp 40.000

20.000
Lalapan -| 1 porsi @Rp 5 Rp 5.000

5.000
Teh Manis 2| 5 gelas@ Rp 4 Rp 50

1.000
Jumlah sebelum - 4 Rp 105.000
pajak
Pajak restoran 106 - 4 Rp 10.500
Jumlah yang harus z 4 Rp 115.000
dibayar
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